
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; · 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3815); 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Asas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548) ; 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048) ; 

I ~ 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890) ; 

Mengingat 

c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu · ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Butori Utara. 

bahwa guna tertibnya pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah, khususnya dalam peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Buton Utara,cfJperlukan landasan hukum dalam peJaksanaannya ; 

~? , , 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku saat ini di Kabupaten Muna tetap berlaku di 
Kabupaten Buton Utara sepanjang belum diubah, diganti dan/atau dicabut 
berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 ; 

Menimbang : a. 

BUPATI BUTON UTARA, 

PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 

KEPUTUSAN BUP A TI BUTON UT ARA 
NOMOR 1l TAHUN 2007 

TENT ANG 

BUPATI BUTON UTARA 

If _\ 



,SH 

:Buranga 
September 2007 

KEEMP AT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila 
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembentulan 
seperlunya. 

: Keputusan ini diberikan kepada pihak lain yang dianggap perlu. TIGA 

KEDUA : Peraturan Daerah Kabupaten Muna sebagaimana climaksud pada Diktum KESATU 
adalah keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentan Pajak Daerab dan 
Retribusi Daerah y~g belum diubah, diganti dan/atau dicabut berdasarkan ketentuan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang belum diatur tersendiri 
dengan Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten 
Buton Utara ; 

KESA TU : Memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna dalam Wilayah Kabupaten Buton 
Utara; 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN 

( 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4139). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
, Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia-Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ; 

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton 
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690); 
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